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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 6                                                 TAHUN : 2019  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR  6  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  

KULON PROGO NOMOR  2 TAHUN 2013 TENTANG  

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 
telah diatur mengenai Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa sehubungan adanya perkembangan 

perekonomian dan tuntutan masyarakat 
terhadap kebijakan perpajakan daerah, yang 
dapat mewujudkan keadilan dan kepastian 

hukum bagi warga masyarakat, Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu untuk disesuaikan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan;   

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan 
Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan 
Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan 

nama Kulon Progo (Lembaran Negara   
Republik   Indonesia   Tahun  1951  Nomor 

101); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3984); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan  Undang-Undang  

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari 
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 

Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2016 Nomor 244 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran 

Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau 

Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak 
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 

Nomor 2); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS   

PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar 
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 
untuk setiap Wajib Pajak. 
 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal  7 

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 
a. 0,04 % (nol koma nol empat per seratus) 

untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah);  

b. 0,05 % (nol koma nol lima per seratus) 
untuk NJOP Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan di bawah 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah); 

c. 0,06 % (nol koma nol enam per seratus) 
untuk NJOP Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan di 
bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah); 

d. 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus) 
untuk NJOP Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah) sampai dengan di 
bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah); 



 6 

e. 0,08 % (nol koma nol delapan per seratus) 

untuk NJOP Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah) sampai dengan di 

bawah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus 
miliar rupiah); 

f. 0,1 % (nol koma satu per seratus) untuk 

NJOP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima 
ratus miliar rupiah) sampai dengan 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 
rupiah); dan 

g. 0,2 % (nol koma dua per seratus) untuk 

NJOP di atas Rp1.000.000.000.000,00 
(satu triliun rupiah). 

 

Pasal II 

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku   pada 

tanggal  diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kulon Progo.  
 

Ditetapkan di Wates 

pada tanggal  20 September 2019 

 
WAKIL BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
SUTEDJO 
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Diundangkan di Wates 

pada tanggal  20 September 2019   
 

       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 

                   Cap/ttd 
 

            ASTUNGKORO 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
TAHUN 2019  NOMOR 6 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (6 , 52 / 2019) 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  

NOMOR    6     TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR  2 TAHUN 2013 TENTANG  

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN  PERKOTAAN 

 
I.  UMUM 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap 
Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 
Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan Daerah 
dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang 
sah sesuai peraturan perundang-undangan. Perpajakan 
sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu 
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

Sehubungan adanya perkembangan perekonomian dan 
tuntutan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah, 
yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi 
warga masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 2 Tahun 2013 perlu untuk disesuaikan. Substansi 
perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, antara lain pengaturan mengenai tarif Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 
Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Nomor  2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  
Cukup jelas 

Pasal II  
Cukup jelas 

 

 
oooo000oooo 

 
 
 

 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR 78 
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